
 

 

78 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-buku 

Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar  
Maju, 1996) 

Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I- 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II- 
Sertipikat dan Permasalahannya, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002) 

__________________, Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan III- 
Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, 
Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Untuk Instansi 
Pemerintahan (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003) 

Effendie, Bachtiar, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan 
Pelaksanaannya,(Bandung : Alumni, 1993) 

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undag-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, (Jakarta : 
Djambatan, 1999) 

Soemitro, Ronny Hanintijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 
(Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1982) 

Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, (Surabaya: 
Aloka, 2003) 

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung : Alumni, 1983) 

Mukti Fajar  ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 
Normatip dan Empiris, (Jakarta : Pustaka Pelajar , 2010) 

Soekanto, Soerjono, dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: 
Radjawali, 1985) 

Winarno Surachmad, Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi 
Ilmiah,(Bandung : CV Tarsito, 1973) 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

B. Internet 

http:/wordpress.com 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok 

Agraria 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

PERKABAN No.3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan 

Penanganan Kasus Pertanahan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya 

 

 

 

 

 

 

 


